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KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan pada 
bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban 
terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:  
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam diwajibkan untuk menyelenggarakan program 
tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tujuan menciptakan hubungan 
yang serasi antara korporasi dengan masyarakat. Sehingga kebradaan 
perusahaan dalam suatu wilayah memberikan kontribusi bagi kemajuan 
ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar perusahaan. Perusahaan yang 
mengelola sumber daya alam berpotensi menimbulkan kerusakan yang tidak 
mudah dipulihkan, maka kegiatan yang memberikan penggantian atas 
kerusakan merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
Program dan kegiatan yang merupakan implementasi tanggung jawab sosial 
dan lingkungan tersebut harapannya tidak akan menempatkan masyarakat 
dalam penderitaan sebagai akibat tetap tergantungnya masyarakat terhadap 
alam yang sudah rusak karena terkurasnya sumber daya alam oleh perusahaan. 
2. Pengawasan dan sanksi bila ada perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan 
usaha di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak 
melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara normatif 






peraturan perundang-undangan, namun pada tataran empiris peraturan-
peraturan itu hanya dimaknai belum terimplemtasikan secara baik.  
B. Saran 
1. Sebagai upaya untuk memberikan pengertian dan persepsi yang sama terhadap 
Tanggung Jawab Sosial  sebaiknya pemerintah segera mengamandemen 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengenai 
tanggung jawab sosial dan lingkungan, agar mempunyai arti dan makna yang 
sama, sehingga tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha. 
2. Diperlukan  Strong political will dari para pelaksanaan peraturan untuk 
melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kewajiban pelaksanaan tanggung 
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